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oA NTHAST ;} : '\E TATA WERJA DINAS SYARPAT ISLAM DAN
RDAVAAN KELJARGA KABUPATEN ACEH SINGKIL

SH G LALIIIIATIMANIRAHIM
DISRGAN RATINAT ALECALL YANG MAIIA ICSA

BUCAD ALK i SINGKIL

bahwa daiam cisiens dan clektilitas pelaksanaan pemerintahan daerah dan
menyesuaikan denean perkembangan peraturan pelaksanaan pemerintahan
dacran maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Susunan Organisasi
dan Tata Kerpn Sekretartat Daerah Kabupaten Aceh Singkil;

bahwa untuk muiksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Qanun.

L]
. ¥

Undang-undane Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pcmbentukan Daerah
Otonomi Provins Aceh dan Perubahan Pembentukan Provinst  Sumatera
Utara (Lembarin Neecara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 109.2);

Undang-undange, Nomor 8§ Tahun 1974 tentang I’okol\ -pokok Kepegawaian
sebagaimana teiah diubah dengan Undang- undan;: Nomor 43 Tahun 1999

(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3041);

3. Undang-undane, Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

Acch Smgkil  (F.embaran Nugma Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3827);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemeriniah Pusat dan Dacrah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor

72, Tambahan Lembaran+Negara Nomor 3848) scbagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;

Undane-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Keistimewaan Provinst Dacraly Istimewa: Aceh (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

Undane-unding Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi
Provinsi  Dacrah  Istiimewa  Acch  Sebagai  Provinst  Nanggroe Aceh
Darussalam  (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4134);
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Menetapkan

Undang-undung Nomor 10 Tahun 2004, Tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan  Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
4389; | £ '

: i ’ ) ¢ & : g |
Undune-tidiang Nomor 32 Tahun 2004 [entang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara R mnun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor «1-437); ;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi
Perangkal Dacruh (Lencbwran Negara Tahun 2000 Nomor 165).

Jeoan ".: . ctujuan Bersama

PERWANILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEIH SINGKIL

dan
BUPAL I‘*L:...: i{ S]NGI(IL

MU TUSKAN

QANUN KABUPATES ACEH SINGKIL TENTANG PERUBAHAN
PERTANA QANUN (HGMOR 2TAHUN 2003 TENTANG SUSUNAN

ORGANISASE BAN “A'"A, KERJA DINAS SYARIAT ISLAM DAN
PEMBICRDAYAAN KLU AI;(GA KABUPATEN ACEIH SINGKIL .

© PASAL 1

Qanun Kabupaten Acchr Singkil Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Susunan
Organisasi dan Tata Keija Dinas Syariat Islam dan Pemberdayaan Keluarga
Kabupaten Aceh Singkil yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Acch Nnglul Nomor 2 Tahun 2003 Seri D Nomor 1 diubah untuk
pertama kaliny a sebavar Lerikut

Pasal 6 dan Lampivan § diabah sehingga menjadi :
Pasal 6

1. Susunian Organisast Dinas Syau at Islam dan Pemberdayaan Keluarga
terdin darr :

a. Kepalag

b. Bagian Tata Usaha membawabhi :
- oSub Bagian Administeasi Umum dan Per lt.,ng,l\apan
- Sub Baglan Keuangan.

c. Bidang Lithang dan Propgram membawahi :
- Seksi Perencanaan dan Analisis;
- Sekst Penyiap:n Qanun;
- Sekst Dokumentasi Informasi, Evaluasi dan I’L,lapomn

d. Bidang Pendidikan  dan Pembinaan Sumber Daya Manusia
membawaln:

- Scksi Pendidikan |
- Sexst Pembimann Tenaga Peradilan dan Penyuluhan;
- Seksi Pembinaan Tenaga Peribadatan dan Syari’at [slam.
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¢. Didung biaa Poribadatan dan Pengawasan Syari’at Islam membawahi :
- Hclm nnbinean Peribadatan dan Penataan Sarana;
- Sekst 'enyemarakan Syari’at Islam dan Urusan Hayji;
- Sekst Bimbingan Pengawasan dan Pencegahan;
- Sekst Penyidikan dan Perdamaian.

. Bidang Peiagendatian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga :
- Sekst nsttust dan Peran Serta:
| - Seksi Pengembangan Pemberdayaan Ketahanan Keluarga.

| g. Bulung Pengendalian Keluarga Berencana, Keschatan Reproduksi,

Advolkasi dan Koordinasi Informasi dan Evaluasi;

- Scksi Peninglatan Partisipasi Pria, Remaja dan Perlindungan IIak—
ik Reprodukst?

- Sekst o Jasmman dan Pelayanan Keluarga  Berencana  dan
Penoneselanean Masalah Keschatan Reproduksi dan Kelangsungan
Lidap ibul Bavi dan Anak;

- Sekst Penpemboagan’ dan Pemeliharaan Media Komunikasi dan
Advokast.

Lo ciompok Jabaian Fungsional

2. Bucen Suswien Orcanisasi Dinas Syari’at Islam dan Pcmberdayaan

Keluaeea  sehaoimmuana Iulamplr dan mcrupakan bagian yang tidak
lt.,:]‘m,..mlum dar Qanun int. -

v @

asal 11 wyat §, diubah sehidupga menjadi
.- Pasal 11

(1) Bageian Tata Usaha terdir dart :
| a. Sub Barian Administrasi Umum dan Perlengkapan;
| L. dSub Bagian iscuangan.

Pasal 12 ayat 1, dialiil sehingga menjadi :

JLasal 12

L (1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas
E mctakuekan Koordinast Perencanaan, melakukan pengelolaan

“. perlengkapan dan perbekalan serta pengendalian pelaksanaan rencana
kebutuhan perfengkapan dan perbekalan.

Pasal {3 ayat | dun 2, diubah schingga menjadi

. Pasal 13

(1) Sub Bidang Litbang dan Program adalah Unsur Pelaksana Teknis
dibiddang Litbang dan Program Syari’at Islam dan Pemberdayaan
Keluarea,

(2) Sub Bidang Litbang dan Program dipimpin oleh scorang Kepala Dinas

vang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

&




asal 14 duabaly sehingga mengadi :

® b

Yasal 14

Sub i Lithase dan Program  mempunyal tugas mclaksanakan
keeiman Lithanes dun Program, Melakukan Perencanaan dan Analisis,
Penyinpan Quaun serta Dokumentasi, Informasi, Evaluasi dan Pelaporan
yang berhubanoan dengan Syari’at Islam dan Pemberdayaan Keluarga.

t‘uii l...l uiubuhi LI..M N ai uibﬁjﬂ(ll

@

Yasal 15

Untuh menve! -neearakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14,
Sub Bdung 1. im e dan Program mempunyai fungst :

U‘-’t

?’

N I tsanakan tueas-lugas yang berhubungan dcn;oan penelitian;

b. Pelaksanuan lueas-tugas yang berhubungan dengan perencanaan dan
Analisis:

c. Pelaksanaan tupas-tueas yang berhubungan dengan Penyiapan Qanun;

d. Pelaksanaan tugas-lngas yang berhubungan dengan pendokumentasian
dan penyebartuasan :-»..L“hll-.lll yang berhubungan dengan Syari’at Islam;

¢. Melakukan Pelinvanan Informasi dan Telematika serta Dokumentasi
inmlm._m Croerin eluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
sepahitera vang, bo mubunbdn dengan Syari’at Islam dan Pemberdayaan

[, Mienpevaios oliksonaan Program Keluarga  Berencana dan
Fembanousan foeuarga Sejahtera;
ekan Pesyesunan Laporan Program Keluarga Berencana dan

Pombaneonan rociuared Sq’lhtera

he  Polaksdng agis=ingns Tain yang dibertkan Oldl Kepala Dinas.
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Pasal 16
(1) Sub Pidoae Lithany dan Program terdiri dart
a. Seksi I rencanaan dan Analists;
b. Sekst Penviipan Qanun,
¢ Sckst Dokumentuste Informasi, Evaluast dan Pelaporan.

} L ¥} - 5 1o ,t ‘r\ {.- 4 : . o -_,._ i.- »
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! Paragraf 4

Sub Bidany Sondidiicin dan i »embinaan Sumber D:aya Minusia

e

Pasal 18 diuboh schiaggs menjadi




_ ) Pasal 18

(1) Sub Bidane Fendidikan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia adalah

unsuy rrf"lﬂ'k sania teinis dibidang pembinaan dan pengembangan sumber
ulaien Pkl |

i

(2) Sub Bidang Pendidikan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia

dinimpin oleh scornng Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan
bertangeuny jawab kepada Kepala Dinas. |

Pasal 19 diubal iaenzadi

-« Pasal 19

@
“Sub Diding Pendidikan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia mempunyai
tugas miclakukan evalvasi, pemantavan dan pelaporan penyelenggaraan
pendidikan dayah, pembinaan tenaga peradilan dan penyuluhan, pembinaan
peribadatan dan  Syari’ot Islam serta melaksanakan pembinaan program
Keluarga i3erencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera™

Yasal 20 ciubal inengaui

I_’asal 20

2

“Untuk menyelengearakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Sub

Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi :

a. Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan dan
pengembangan pendidikan serta pembinaan dayah.

b. Penyiapan tenaga yang berhubungan dengan Peradilan dan Penyuluhan

~ program Keluaren Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;

c. Melakukan Pembinaan Tenaga Peribadatan dan Syari’at Islam;

d. Pembinaan  tennea  yang ‘berhubungan  dengan  Pengawasan  dan
Penceeahan; o |

e. Pclaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 21 diunah mengaai
~ Pasal 21

(1) Sub Bugiin Pembinaan Pengembangan Sumber Daya manusia terdiri dari:
a. Scksi Pendidikan: '
b. Scksi Pembinaan Tenagg Peradilan dan Penyuluhan;
c. Scksi Pembinaan Tenaga Peribadatn dan Syari’at 1slam.

(2) Masing —~masine Scksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),dipimpin
olch scorang Kepala Scksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Pembinaan Pengembangan
Sumber Daya Manusia sesual dengan bidang tugasnya.
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Pasai 22 dichni menjadi

Pasal 22
(1) Seist Pendidiban wempunyal tugas menyiapkan, mempelajart bahan,
prdorman dan peinruk ks vang berhubungean dengan pendidikan dayan
A Fadkaladll Avera senia melakokan. evaluasi dan pelaporan exhadap
DIV LRIV AT DRITRAN Ay ah dan Sekotal Appna,
® "

(2) Seier Pembivaan Tenapa Peradilan dan Penyuluhan mempunyal tugas
menyiaplan dun meningkatkan kemampuan Tenaga dibidang Peradilan
Syariat Isken. dan meningkatkan kemampuan petugas penyelidikan dan
penyidtkan - cibidang pelanggaran  Syari’at  Islam  serta memberikan

Penyulunan propram Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
SEalitera: ‘
% |
(3) Sckst Pembinaan Tenaga Preibadatan dan Penpgawasan Svarr’at Islam
mempunvid - eas  pembinaan ketenagaan  dibidang  Pelaksanaan
Peribasiatian dan Penvawasan Syari’at Islam.

Paragrat i dighai sehibiega menjadi

Paragraf 5
St sdioaasg sdina Peribadatan dan Pengawasan
- Syari’at Islam

Pasai 205 diubab o chingza menjadi
o e

Pasal 23

(1) Sub Bidang Bina Peribadatan dan Pengawasan Syari’at Islam adalah
unsur pelaxsana (cknis dibidang bina peribadatan dan pengawasan
dun nencesahan pelanggaran Syari’at Islam:

(2) Sub Biding Bina Peribadatan dan Pengawasan Syari’at Islam

dipimpin oleh scorangn Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan
bertangoung jawab kepada Kepala Dinas.
oo O J

4
Pasal 24 diebah schingga wmenjadi

@

Pasal 24

Sub hidang Bina Perbadatan dan Pengawasan Syari’at Islam mempunyal
tugas  membina dan membantu  kelancaran  ketertiban pelaksanaan
peribadatan, penyiapan-penyiapan penataan sarananya serta penyemarakan
Syari’at Islom dan memberi  Bimbingan, Pengawasan, Pencegahan
Pelanggearan Syariat islam.

. ¢

Pasal 25 viaouh scisiegn aenjadi ¢
Pasal 25

Untuik menycelenpearakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
Sud Bidunyg Bina Peribadatan dan Pengawasan Syari’at Islam mempunyal

- .

h-'d-luﬂl q—-. Wil a 1 - »
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a.  Pelnisanoan mbinean dan penyuluhan untuk  kelancaran serta
Letertilae polotnabiedy péribadatan;
b.  Pelaksansan keeiataif penyiapan penataan sarana peribadatan;

c. Pclak=anaan {uras-tagas yang berhubungan dengan penyemarakan

d. Peneavaezn dan pepcegahan terhadap pelanggaran Syart’at;

¢ am ,mL. a1 terosdap segala bentuk pelangparan Syari’at Islam;
. Pomberion iasihias untuk perdamaian;
8. dwidsincan epas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 26 ciciab conineea menjadi
Pasal 26

1 '!
(1) B Bidueg D | u;ba(lamn dan Pengawasan Syari’at Islam terdiri

i
Gooo ekt sanbinosn Pertbadatan dan Penataan Sarana:
o mes Ceavemarakan Syart’at Islam dan Urusan Haji;
¢. el Simbinoan, Pengawasan dan I’anug_,ahdn

1

. Sekst PCenyndikan d..m Perdamaian.

Pasai 27, ayit 3 saihah seninpea menjadi :

&

Pasal 27

3. Sekst Brimbwnon,  Pengawasan  dan Pencegahan  mempunyai  tugas
melaianakan Bimbingan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Syari’at
Istam serta Percegaban terhadap pelanggaran Syari’ at Islam.

Paragrai & Giubuals :L:hu_’:_;d‘ menjadi
Paragraf 6
Sub Llanre Pengendalian Keluarga Sejahter:
an Pemberdayaan Keluarg:

Pasat 2o dGiabal seninsoecmenjadi
Pasal 28

(I) Sub Bidang Pengendalian Keluarga Scjahtera dan Pemberdayaan
Keluarga adulah Unsur Pelaksana Teknis dibidang pengendalian
keiuarga serantera dan pemberdayaan keluarga.;

(2) Sub Bidang Peneendalfan Keluarga Sejahtera dan Pcmberdayaan

Netarga dipimpm oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Casal 29 diaban seanaeen nwenjadi

L]

Pasal 29

sub - Bidang Pengendalian Keluarga  Scjahtera  dan Pemberdayaan
INchuarea,  mempunyar  tygas, melaksanakan  Penyiapan  Kebijakan
Opcrasior=l aan Pengendalian Program Keluarga  Sejahtera  dan

g5 i
- - = % B ---!‘:_ ‘,;r!‘ ' E
8 WERESRNC 14 Bad » alell inls.lllt!ht _Ll.

L.



Yasal oU diubain sehiingza menjadi :

Pasal 30

Ut menyerensearaian tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29,

Sub Hidane eneendalian l\.clumga Scjahtera dan Pemberdayaan Keluarga

memnuenyat lungsi :

a.  Polaksanaen Peramnsan Kebyakan Operasional Institust dan Peran
Serl, Pen Iih'l'tlil}’ilill1 Keluarga, Pengembangan Ketahanan Keluarga
don Penineiatan isualitas Lingkungan Keluarga;

b. | ;n;af.:lui;m:m Peavelenggaraan Program  Institusi dan Peran Serta,
Pemberdayaen belwarga, Pengembangan Ketahanan Keluarga, dan
Pemmeiiatan icusittas Lingkungan Keluarga;

¢. bvaluasi Pelaksanaan Pengendalian Program Institusi dan Peran Serta,

Pemberaayaan beeluarga, Pengembangan Ketahanan Keluarga, dan
Pemmngkatan KoeatitassLingkungan Keluarga;

| *y

a. Polalsmuen wgas-tugas lam yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasii St it staea® % gaen i
Pasal 31

(1) Hoab _i-}ii,igm.-;-g.k apendadian Keluarga Scjahitera dan l’cmbudaydan
inchuaroa tevdinn darr o e
a. - wekst e dan Peran Serta;
L. SHekea Feaeanbangan Pemberdayaan Ketahanan l\t,luarba

(4) Iasmge-asine Scksio sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat (1),
dipimpin oleh scorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan
bertanecane  jawab  kepada  Kepala  Sub Bid‘mg Pengendalian
oelugmen Bejaliten uLm Pemberdayaan Keluarga sesuai dengan bidang
LU ISty .

L ]

Pasal 32 daubal neliag e jadi

Pasal 32

(1) Seist st dan Peran Serta, mempunyai  tugas  melakukan
penyiapan beiinn secumusan kebijakan operasional serta pengendalian
dan evalues ;ul.-.lm.nman pengendalian program institusi dan peran
seria dibidang ietuarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;

(2) seria pengembancan Pembinaan Ketahanan Kcluarga, mempunyai
tueas melakukan penytapan bahan perumusan kebijakan operasional
serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengendalian Program
Pengembuangan Pembinaan Ketahanan Keluarga.

Parvaeral 7 diubed senineein menjadi
Paragraf 7
Sub wdane Pengendalian Keluarga Berencana,

iwescitian wkeproduksi; Advokasi dan KIS e
o 3 : Y A
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o Coemenean masyarakat dalam rangka kegiatan Advokasi
dan Komunikazi, Iniqrmasi, Edukasi tentang program pemberdayaan
heluarpa;

Pelaksanasn nenoembangan media komunikasi dalam rangka program
Py g P

i

pritiverdayian keluarea;
Pelelisinaan pirencancan, pengembangan, dan pengendalian kegiatan
Advoist dan omunikasi, Informasi, Edukasi dalam rangka program
pemberdayuan Ketuargas. dan

@

Pelalisunaun tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

- .

Pasal 1

Qanun i mulbii berladzu padit tangpal diundangkan.
Apar semua oo shonat piengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Qanun i dengan pencienacinnya dalam Lembaran Dacrah Kabupaten Aceh

Singkif. *
Disahkan di  : Singkil.
Pada tangpal 06 Juli 2006
Vj. BUPATI ACEL SINGKIL, vy
" YDARUDDIN,
Sinykil |

10 Juli 2000

SEKRETARIS DAERALL KABUFATEM ACKI SINGKIL
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LEMBARAN DAERAH KABUPAY BN ACL SINGKIL
TAIIUN 2006 NOMOR 10, SEII L. NGO 03
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2asal 33 diubah schingga menjadi :

Pasal 33
(1) Subd "adane Pencendahian Keluarga Berencana, Keschatan Reproduksi
din Advokast dan KIE adalah unsur Pelaksana Teknis dibidang

1"

Peagendalian Koluaren Berencana Keschatan Reproduksi, Advokasi
clatny e,
(2) sub bsidone Peneendalaian - Keluarsa  Berencana,  Keschatan

Kenroduiion, Aavokastdan KlE dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang
buorada didsnan o bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

L]

Pasal 3. diwvsadc solonszean menjadi

t“‘:

. Pasal 34
Sub adene Ponecndsian Keluarga Berencana, Keschatan Reprodukst dan
Advolasr W manpunyal tugas melaksanakan penyiapan kebijakan
operasional don penecendaban Program Keluarga Berencana, Kesehatan
Reprodilst, Sdvoritss dan K1,

') I‘ .1~"~'.:1:~.‘~+' T - L , »,.-r.- lt
Pasai oo sl ainh s Sunsneed i ad ¢

= e

Yasal 35

Untuk mcm':*l nevarakantugas sebagammana dimaksud dalam pasal 34,
Sub Bilsng Peneendalian I\clumga Berencana, Keschatan Reproduksi,
Advokas: dan l' i unyad fungsi

a. Peluksancaa perumusan kebijakan operasional program peningkatan
|‘T‘£'{i‘~-'lp:!*‘l prie.  penibimaan  remaja  dan  perlindungan  hak-hak
reprodukst, pemberian jaminan dan pelayanan keluarga berencana,
penanggeute tean maselah keschatan reproduksy, serta kelangsungan
hidup ibu, Gayr dan anak;

b. Penecixdaliun Penvelenggaraan program peningkatan partisipasi pria,
permbinaan remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi, pemberian
Jjaminan dan nelavanan keluarga berencana, penanggulangan masalah
ceschatan reprodukst, serta kelangsungan hidup 1ibu, bayi dan anak;

c. livaluast pelaksanaan pengendalian program peningkatan partisipasi
pria, pembinaan remaja  dan  perlindungan  hak-hak reproduksi,
pembertan jaminan “dan pelayanan  keluarga  berencana,
penangeeulianean masalah keschatan reproduksi, serta kelangsungan
iraup 1bu, bayr dan anale;

d. Pcerumusan pola dan penyusunan program pengelolaan dan evaluast
kegiatan Advokast dan Komunikasi, Informast, Edukasi; |

+



